




2. Fungsi Cinta Kasih

Keluarga sebagai tempat menyalurkan cinta dan kasih sayang.

3. Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi tempat pendidikan seksual pada anak untuk seksualitas yang sehat dan berkualitas.

4. Fungsi Ekonomi 

Menjadi sarana yang baik untuk bertugas memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.

5. Fungsi Sosial Budaya 

Keluarga menanamkan pola tingkah laku berhubungan dengan orang lain (sosialisasi).

6. Fungsi Perlindungan 

Keluarga sebagai tempat bernaung bagi seotang individu yang sedang memiliki masalah 

7. Fungsi Pendidikan.

Keluarga adalah tempat dimana seorang anak belajar tentang nilai-nilai kehidupan.

8. Fungsi Lingkungan 

Tempat diajarkan cara berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan.

Keluarga adalah tempat paling indah dan paling bermakna dalam kehidupan manusia. Tidak ada kesuksesan tanpa dimulai dari kesuksesan keluarga.

 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

POHON KINERJA 

Optimalisasi Kualitas dan Kuantitas Penyuluh KB 

dan Lini Lapangan 

(Indikator : Prosentase Petugas KB dan Lini 
Lapangan yang dioptimalkan) 

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pelayanan 

KB 

(Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pelayanan KB) 

Meningkatkan Kepesertaan ber-KB Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP 

(Indikator : Prosentase Capaian Peserta KB Aktif) 

Meningkatkan Keluarga ber-KB yang Mengikuti Kelompok 

Kegiatan  

(Indikator : Prosentase Keluarga ber-KB yang Mengikuti 
Kelompok Kegiatan) 

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk 

Indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk 

Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga 

Indikator : 

- Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan  

 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi 

Penyuluh KB serta Kader KB (PPKBD dan Sub 
PPKBD)                                             
(Indikator : Jumlah Pembinaan dan Pelatihan  

Petugas KB serta Kader KB (PPKBD dan Sub 
PPKBD)  

 Terlaksananya Peningkatan Kuantitas Penyuluh 
KB                                                   

(Indikator : Jumlah Penambahan Penyuluh KB) 

 Terlaksananya Pengendalian Ketersediaan Alat 

dan Obat Kontrasepsi (Alokon)                   

(Indikator : Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi 
yang tersedia pada saat Pelayanan KB) 

 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Pelayanan 
KB                                                            

(Indikator : Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Pelayanan KB yang tersedia) 
 

 Terlaksananya Koordinasi dengan Tokoh Agama 

dan Tokoh Masyarakat                                

(Indikator : Jumlah Koordinasi dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat) 

 Terlaksananya Advokasi Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) terkait Program Pembangunan 

Bangga Kencana                                     
(Indikator : Jumlah Advokasi Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Program 
Bangga Kencana) 

 Terlaksananya Pemberian Motivasi bagi Akseptor 

KB                                                          
(Indikator : Jumlah Akseptor yang mendapatkan 

Reward) 
 

 Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan 

Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)                                                                              

(Indikator : Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Kelompok 
Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)                               

 Terlaksananya Fasilitasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 
Remaja (KRR)                                                            

(Indikator :  Jumlah Fasilitasi dan Konseling Kesehatan 
Reproduksi Remaja (KRR) 

 Terlaksananya Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG)                                
(Indikator : Jumlah Lansia yang Mengikuti Pembelajaran 

 Terlaksananya Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)                         

(Indikator : Jumlah Orang Tua yang Mengiktui Pembelajaran 
dalam Mengasuh Anak, terutama Balita) 

Meningkatkan Penyelenggaraan Keluarga Berencana 

Indikator : 

- Total Fertility Rate (TFR)/Total Angka Kelahiran 

- Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 

 Kegiatan Sosialisasi  Program Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BANGGA KENCANA)                                            
(Indikator : Jumlah Sosialisasi Program 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan 
Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) 

 Perekrutan Penyuluh KB oleh Pemerintah 
Pusat                                                        
(Indikator : Jumlah Penyuluh KB yang 
dibutuhkan) 

 Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan 

Obat Kontrasepsi (Alokon) ke Faskes KB                 

(Indikator : Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi 
(Alokon) yang didistribusikan sesuai dengan 

permintaan Faskes KB) 
 Koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan 

Pelayanan KB                                              
(Indikator : Jumlah Koordinasi dengan 
Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB) 

 Kegiatan Audit Kasus Stunting                   

(Indikator : Jumlah Lembaga yang mengikuti 

Kegiatan Audit Kasus Stunting) 
 Kegiatan Advokasi Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) terkait Program Bangga Kencana                                                        
(Indikator : Jumlah wilayah yang menjadi sasaran 
Kegiatan Advokasi Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) terkait Program Bangga Kencana) 

 Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB               
(Indikator : Jumlah Akseptor KB yang mengikuti 
Pembinaan Pelayanan KB) 

 Kegiatan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga 

Akseptor (UPPKA) bagi Kelompok Kegiatan                            

(Indikator : Jumlah Kelompok Kegiatan yang mengikuti 
Kegiatan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Akseptor (UPPKA) bagi Kelompok Kegiatan)  
 Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 

melalui Roadshow GenRe Milenial                                            
(Indikator : Jumlah Satuan Pendidikan yang menjadi 
sasaran Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia 
Perkawinan (PUP) melalui Roadshow GenRe Milenial) 

 Kegiatan Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG)                                              
(Indikator : Jumlah Lansia yang mengikuti Kegiatan Sekolah 
Lansia Tangguh (SELANTANG)) 

 Kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)                                                               
(Indikator : Jumlah Orang Tua yang memiliki Balita yang 
mengikuti Kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat) 

 DAU 

 Tenaga Ahli 

 DAU 

 Tenaga Ahli 

 Duta GenRe 
 Tenaga Pelaksana 

 DAU dan DAK BOKB 

 Penyuluh KB 

 Tenaga Ahli 

 DAU 
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 Tenaga Pelaksana 
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Menjabarkan 
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Outcome/ 

Outcome 1

Output (barang dan jasa hasil 

aktifitas)
Proses (Aktifitas)

Input

(Sumberdaya)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Terlaksananya Peningkatan

Kompetensi Penyuluh KB serta Kader

KB (PPKBD dan Sub PPKBD) 

Indikator :

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan

Petugas KB serta Kader KB (PPKBD

dan Sub PPKBD) 

- Kegiatan Sosialisasi Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan

dan Keluarga Berencana (BANGGA

KENCANA)

Indikator :

Jumlah Sosialisasi Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan

dan Keluarga Berencana (BANGGA

KENCANA)

- DAU

- Tenaga Ahli

- Terlaksananya Peningkatan

Kuantitas Penyuluh KB

Indikator :

Jumlah Penambahan Penyuluh KB

- Perekrutan Penyuluh KB oleh

Pemerintah Pusat 

Indikator :

Jumlah Penyuluh KB yang dibutuhkan

-

- Terlaksananya Pengendalian

Ketersediaan Alat dan Obat

Kontrasepsi (Alokon)

Indikator :

Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi

yang tersedia

- Pengendalian dan Pendistribusian Alat

dan Obat Kontrasepsi (Alokon) ke Faskes

KB

Indikator :

Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi

(Alokon) yang didistribusikan sesuai

dengan permintaan Faskes KB

DAU

- Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Pelayanan KB

Indikator :

Jumlah Fasilitas Kesehatan

Pelayanan KB yang tersedia

- Koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan

Pelayanan KB

Indikator :

Jumlah Koordinasi dengan Fasilitas

Kesehatan Pelayanan KB

DAU

Terkendalinya 

Pertumbuhan 

Penduduk

Indikator :

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk

Pertumbuhan 

penduduk 

masih belum

terkendali

- Masih adanya

Pasangan Usia

Subur (PUS) yang

seharusnya KB

tapi belum KB

- Tidak Ingin

Anak Lagi (TIAL)

- Ingin Anak

Segera (IAS)

Meningkatkan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana

Indikator :

- Total Fertility

Rate (TFR)/Total

Angka Kelahiran

- Contraceptive

Prevalence Rate

(CPR)/Angka 

Prevalensi 

Pemakaian 

Kontrasepsi 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana

KERTAS KERJA POHON KINERJA

KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Optimalisasi

Kualitas dan

Kuantitas 

Penyuluh KB dan

Lini Lapangan

Indikator :

Prosentase 

Petugas KB dan

Lini lapangan

yang dioptimalkan

- Terwujudnya

Sarana dan

Prasarana 

Pelayanan KB

Indikator : Jumlah 

Sarana dan

Prasarana 

Pelayanan KB



Final 

Outcome/ 

Ultimate 

Outcome 

Kondisi Riil

Faktor Penyebab 

dari Final 

Outcome 

/Outcome 3

Intermediate 

Outcome/ 

Outcome 2/CSF

Menjabarkan 

Outcome 2 ke 

Kondisi yang 

diperlukan

Immediete 

Outcome/ 

Outcome 1

Output (barang dan jasa hasil 

aktifitas)
Proses (Aktifitas)

Input

(Sumberdaya)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Terlaksananya Koordinasi dengan

Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

Indikator :

Jumlah Koordinasi dengan Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat

- Kegiatan Audit Kasus Stunting

Indikator :

Jumlah Lembaga yang mengikuti

Kegiatan Audit Kasus Stunting

- DAK BOKB

- Tenaga Ahli

- Terlaksananya Advokasi

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) terkait Program Bangga

Kencana

Indikator :

Jumlah Advokasi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) terkait

Program Bangga Kencana

- Kegiatan Advokasi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) terkait

Program Bangga Kencana

Indikator :

Jumlah wilayah yang menjadi sasaran

Kegiatan Advokasi Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) terkait Program Bangga

Kencana

DAU

- Terlaksananya Pemberian Motivasi

bagi Akseptor KB

Indikator :

Jumlah Akseptor yang Mendapatkan

Reward

- Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB

Indikator :

Jumlah Akseptor KB yang mengikuti

Pembinaan Pelayanan KB

- DAU

- Penyuluh KB

Meningkatkan 

Pemberdayaan 

Keluarga

Indikator :

Prosentase 

Keluarga yang

Mengikuti 

Kelompok 

Kegiatan

Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Keluarga

- Meningkatkan

Keluarga ber-KB

yang Mengikuti

Kelompok 

Kegiatan 

Indikator :

Prosentase 

Keluarga ber-KB

yang Mengikuti

Kelompok 

Kegiatan

- Terlaksananya Peningkatan

Keterampilan dan Pengetahuan

Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL,

UPPKA dan PIK-R)

Indikator :

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan

Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL,

UPPKA dan PIK-R)

- Kegiatan Pelatihan Usaha Peningkatan

Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)

bagi Kelompok Kegiatan 

Indikator :

Jumlah Kelompok Kegiatan yang

mengikuti Kegiatan Pelatihan Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga

Akseptor (UPPKA) bagi Kelompok

Kegiatan 

- DAU

- Tenaga Ahli

- Meningkatkan

Kepesertaan ber-

KB Metode

Kontrasepsi 

Jangka Panjang

(MKJP) dan Non

MKJP

Indikator :

Persentase 

Capaian Peserta

KB Aktif
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Ultimate 
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Kondisi Riil
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dari Final 
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/Outcome 3

Intermediate 
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Outcome 2/CSF

Menjabarkan 

Outcome 2 ke 

Kondisi yang 

diperlukan

Immediete 

Outcome/ 

Outcome 1

Output (barang dan jasa hasil 

aktifitas)
Proses (Aktifitas)

Input

(Sumberdaya)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Terlaksananya Fasilitasi dan

Konseling Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR) 

Indikator :

Jumlah Fasilitasi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 

- Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP) melalui Roadshow

GenRe Milenial

Indikator :

Jumlah Satuan Pendidikan yang menjadi

sasaran Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan

Usia Perkawinan (PUP) melalui Roadshow

GenRe Milenial

- DAU

- Duta GenRe

- Tenaga 

Pelaksana

- Terlaksananya Sekolah Lansia

Tangguh (SELANTANG)

Indikator :

Jumlah Lansia yang Mengikuti

Pembelajaran 

- Kegiatan Sekolah Lansia Tangguh

(SELANTANG)

Indikator :

Jumlah Lansia yang mengikuti Kegiatan

Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG)

- DAU

- Tenaga 

Pelaksana

- Terlaksananya Sekolah Orang Tua

Hebat (SOTH)

Indikator :

Jumlah Orang Tua yang Mengikuti

Pembelajaran dalam Mengasuh

Anak, terutama Balita

- Kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat

(SOTH)

Indikator :

Jumlah Orang Tua yang memiliki Balita

yang mengikuti Kegiatan Sekolah Orang

Tua Hebat (SOTH)

- DAU

- Tenaga 

Pelaksana
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DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN NGANJUK 





BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pemerintah wajib untuk 

lebih aware terhadap isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan isu-isu strategis 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Isu-isu 

strategis yang muncul dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

berhubungan dengan peningkatan jumlah akseptor KB Baru dan Aktif dalam Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian sosialisasi 

tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui kegiatan Roadshow GenRe Millenial 

ke Satuan Pendidikan seperti SMA, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren dan Lembaga 

Sosial/Kemasyarakatan secara berkala yang dilaksanakan bersama Ikatan Generasi 

Berencana Anjuk Ladang (IGRAL) yaitu wadah dari Generasi Berencana (GENRE), Satuan 

Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja 

(PIK-R) serta optimalisasi Pembinaan dan Pelatihan bagi Akseptor KB guna meningkatkan 

pendapatan ekonomi dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, 

BKL, PIK-R dan UPPKA Isu-isu strategis tersebut menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan 

kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. 

Dengan begitu Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berjalan 

optimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. 

   

B.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk 

merupakan institusi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menangani urusan Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PPKB  

meliputi: 

 

TUGAS POKOK 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 

Kabupaten Nganjuk yaitu  : 

“Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 

Keluarga (KKBPK)” 



FUNGSI  

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai 

fungsi  : 

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah; 

b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk; 

c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 

d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor; 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana 

(KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi 

Akseptor; 

f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK; 

g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan 

keluarga dan kesejahteraan keluarga; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

KEPALA DINAS 

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta 

melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, 

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. 

a. Sekretariat. 

Sekretariat mempunyai tugas : 

memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, 

urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di 

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; 

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan 

barang milik daerah; 



4. Pembinaan aparatur; 

5. Pengelolaan urusan kepegawaian; 

6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan 

anggaran; 

7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah; 

8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian; 

9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

1. Melaksanakan urusan persuratan; 

2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 

3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; 

4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik 

daerah; 

5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan 

fungsional; 

6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga. 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga mempunyai tugas 

merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk. 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah 

Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah; 

3. Perumusan kebijakan teknis program pengendalian penduduk; 

4. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga; 

5. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan progam tentang pengendalian penduduk; 

6. Perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data keluarga; 

7. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga; 



8. Pemantauan atas progam dan kegiatan pengendalian penduduk; 

9. Perumusan kebijakan teknis yang di integrasikan melalui progam kependudukan; dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

2. Bidang Keluarga Berencana 

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, menganalisis 

dan menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana 

Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga 

berencana; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana meliputi penggerakan, 

Penyediaan alokon pada pelayanan kontrasepsi dan pengayoman pasca pelayanan, 

Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; 

4. Penyediaan sarana dan prasarana pada program keluarga berencana; 

5. Pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pendukung program keluarga berencana; 

6. Penyusunan strategi program rintisan untuk pelayanan keluarga berencana di wilayah 

khusus; 

7. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB; 

8. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah 

pada program pembinaan KB; 

9. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal; dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

3. Bidang Pembangunan Keluarga 

Bidang Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pada 

program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi akseptor KB. 

Bidang Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS; 

3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 



4. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten 

dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pemberdayaan dan 

peningkatan KS;  

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah Struktur organisasi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. SUMBER DAYA 

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu untuk 

mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai 

profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam pelaksanaan manajemen ASN. 



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk 

mempunyai potensi sumber daya manusia yang berasal dari lingkup pemerintah daerah dan 

Pendayagunaan Tenaga Fungsional Penyuluh KB dari pusat (BKKBN). Adapun jumlah 

pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini : 

 

No Pangkat/Golongan Pemda 
Pusat 

(Penyuluh KB) 

1. Pengatur Muda/IIa - - 

2. Pengatur Muda Tk.I/IIb - - 

3. Pengatur/IIc 2 - 

4. Pengatur Tk.I/IId 5 - 

5. Penata Muda/IIIa 3 2 

6. Penata Muda Tk.I/IIIb 1 21 

7. Penata/IIIc 3 7 

8. Penata Tk.I/IIId 12 16 

9. Pembina/Iva 4 5 

10. Pembina Tk.I/IVb - 1 

11. Pembina Utama Muda/IVc 1 6 

Jumlah 31 58 

 

Sumber : Dinas PPKB Kab. Nganjuk 

 



BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas PPKB. 

Berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap 

tahunnya maka perlu adanya RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 

yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menetapkan kebijakan dan memberikan 

peluang yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara 

profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat 

partisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas-

luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan. 

Secara konseptual tujuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

senantiasa bermuara kepada tercapainya Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan 

dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai simpul jejaring akselerasi 

kesejahteraan masyarakat, tepatnya pada misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk Menghasilkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas”. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penentuan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah : 

Dari Misi ke-3 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 

untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” dijabarkan ke dalam 

tujuan “Meningkatnya Pengendalian Penduduk”. 

 

2. Sasaran 

Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang 

mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai 

berikut : 

Tujuan “Meningkatnya Pengendalian Penduduk”. Dijabarkan dalam sasaran 

“Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas”. 

 

 



3. Strategi Pembangunan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. 

Strategi pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas 

penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas 

penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Adapun strategi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga :  

a. Pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. 

b. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non 

formal dan informal atau melalui kelompok kegiatan. 

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam melakukan 

analisis/kajian kebijakan, sosialisasi dan advokasi. 

d. Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan advokasi. 

e. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan pembangunan keluarga. 

f. Peningkatan komitmen, stakeholders tentang pengendalian penduduk. 

g. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan, keluarga 

berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). 

h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi kependudukan, keluarga 

berencana dan pembangunan keluarga. 

i. Pengembangan dan pelaksanaan sub sistem pencatatan dan pelaporan diarahkan 

untuk data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat yang berbasis teknologi 

melalui : 

-  Pembakuan sub sistem pencatatan dan pelaporan. 

-  Operasional pengumpulan data secara cepat, lengkap dan akurat. 

-  Penyusunan dan penyajian data laporan secara teratur. 

 

2) Bidang Keluarga Berencana 

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP . 

b. Peningkatan kesertan KB Pria. 

c. Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas  pelayanan KB statis 

dan dinamis di Faskes KB pemerintah dan  swasta. 

d. Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 desa terdapat 1 Faskes KB. 

e. Ketersediaan alokon di masing-masing Faskes Pemerintah dan Swasta. 

f. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaat BPJS (Peserta KB pasca 

persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya. 



g. Peningkatan kesertaan KB baru pasca persalinan dan keguguran di RS baik 

Pemerintah maupun Swasta. 

h. Peningkatan pelayanan KB terhadap unmet need (PUS belum KB). 

i. Perluasan jejaring kemitraan adanya Komite KB Mandiri, melalui masyarakat 

peduli KB. 

j. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan kualitas kesehatan ibu, 

bayi dan anak (KHIBA) melalui KB. 

k. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan IMS, HIV dan AIDS 

(Kondom Dual Protection), KAR, pelayanan IUD Plus Papsmear/IVA dan 

penanggulangan infertilitas sekunder. 

l. Pelayanan KB Medis Operasi melalui interfal di Rumah Sakit yang sudah 

bekerjasama dengan BPJS. 

 

3) Bidang Pembangunan Keluarga : 

a. Mempertajam segmentasi sasaran Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R 

dan UPPKS). 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan sampai pada tahap realisasi 

program. 

c. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi program yang mengarah pada pencapaian 

sasaran. 

d. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh pada remaja terkait dengan program 

generasi berencana. 

e. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 

f. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan  pembangunan 

keluarga. 

g. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. 

h. Memfasilitasi integrasi lintas sektor program BANGGA KENCANA di Kampung 

KB. 

 

4. Arah Kebijakan 

Strategi yang dijelaskan sebelumnya merupakan upaya serius yang akan dilakukan 

oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam menunjang program pemerintah pusat 

maupun daerah. Strategi yang tertuang tersebut merupakan runtutan secara teknis dari 

arah kebijakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan program dan 

Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem informasi keluarga, Bidang 

Keluarga Berencana dan Bidang Pembangunan Keluarga. 



Adapun arah kebijakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk : 

a. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga  

ditekankan pada : 

1. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek 

kuantitas, kualitas dan mobilitas. 

2. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. 

3. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk 

penyusunan perencanaan pembangunan. 

4. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah. 

b. Revitalisasi Program KB : 

1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB. 

2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program BANGGA 

KENCANA 

3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk . 

4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi. 

5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program BANGGA KENCANA 

6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan. 

7. Mempertahankan angka kelahiran (TFR). 

c. Bidang Pembangunan Keluarga ditekankan pada : 

1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung 

pencapaian target kelompok. 

2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi 

dan ketahanan keluarga. 

3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk menunjang 

peningkatan ketahanan keluarga. 

4. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini lapangan untuk 

menunjang program. 

Berikut adalah kebijakan umum pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana  Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 : 

1. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada 

masyarakat. 

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB sesuai standar SOP.  

4. Meningkatkan kesertaan ber KB. 

5. Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas. 



6. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bekerjasama dengan Kemenag 

dan Dinas Pendidikan. 

 

B. PERENCANAAN KINERJA  

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, dengan merujuk pada Visi Misi Kepala 

Daerah dan kemudian di turunkan menjadi sasaran dan tujuan SKPD seperti yang tertuang 

diatas, maka guna tercapainya sasaran dan tujuan tersebut dibutuhkan alat ukur yang 

“SMART” agar tujuan dan sasaran strategis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dapat terwujud dan terlaksana secara paripurna. 

Berikut ini kami tampilkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :  

 

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

Tahun 2022 

1 

  

  

Meningkatnya 

pengendalian  

penduduk 

  

  

Terwujudnya 

Keluarga 

Berencana yang 

berkualitas 

    

1.1 Total Fertility Rate (TFR) / 

Angka Kelahiran Total. 

2,00  

1.2 Contraceptive Prevalence Rate 

(CPR) / Angka Prevalensi 

Pemakaian Kontrasepsi. 

80,03 % 

1.3 Prosentase Keluarga yang Ber-

KB yang Mengikuti kelompok 

Kegiatan 

88,00 % 

 

Berdasarkan matriks yang tertera diatas, dapat dijelaskan bahwa apa yang muncul di 

dalam perencanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

merupakan hasil review dari isu-isu strategis terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana, yang diakomodir dalam matriks indikator kinerja utama yang 

diukur pada setiap tahunnya. Dengan harapan apa yang akan dilakukan,  sasaran dan 

targetnya dapat terpenuhi, sehingga cita-cita dari Dinas PPKB dapat terwujud. 

Melihat beberapa indikator diatas, dapat kita jabarkan bahwa untuk Urusan 

Pengendalian Penduduk berfokus pada upaya menekan angka kelahiran melalui program KB 

dan untuk Urusan Keluarga Berencana berfokus pada peningkatan jumlah akseptor KB baru 

dan aktif dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan meningkatkan 

Pemberdayaan Keluarga ber-KB melalui Kelompok Kegiatan. 

Berikut penjelasan tentang indikator kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana adalah sebagai berikut : 



1. Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total 

TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa 

reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. 

Pada Tahun 2022 Realisasi Total Fertility Rate (TFR) adalah 1,73 dan tercapai sebesar 

115,61% 

Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total digunakan sebagai indikator 

untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan 

sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para 

perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, 

meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil 

dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. 

 

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi. 

Selanjutnya realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi 

Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2022 adalah 78,17% dan tercapai sebesar 97,68%. 

Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. 

Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program 

KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat 

kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk. 

 

3. Prosentase Keluarga yang Ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan. 

Sedangkan realisasi Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok 

Kegiatan Tahun 2022 adalah 81,29% dan tercapai sebesar 92,38%. Keluarga yang 

menjadi Kelompok Kegiatan yang mampu menjalankan Program Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui 

Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga 

Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). 

Penjelasan indikator diatas merupakan Indikator Kinerja Utama yang terdapat di 

RENSTRA yang menjadi indikator kinerja Dinas dan Capaian dari masing-masing 

indikator tersebut tidak terlepas dari indikator sasaran yang ada di Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. 

Berikut kami tampilkan indikator sasaran pada RPJMD yang akan dicapai dalam 

penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai 

berikut : 

 

 



No 
Indikator 

Tujuan 
Satuan 

Dinas PPKB 

2021 2022  

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Prosentase 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

% 0,39 0,52 75,00 0,38 0,66 57,58 

 

Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

senantiasa bermuara kepada tercapainya pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi 

misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tepatnya misi ke-3 yaitu Meningkatkan kualitas 

pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas yang dijabarkan ke dalam tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan 

Penduduk “ dengan mengintervensi Pengendalian Jumlah Kelahiran . 

  Sesuai tabel capaian indikator sasaran Dinas PPKB antara lain capaian TFR dan 

Capaian CPR sudah tercapai dengan baik, namun untuk LPP masih sangat Tinggi, ini 

karena LPP dipengaruhi oleh beberapa faktor data kependudukan yang terdiri dari 

beberapa kumpulan data, antara lain : 

1. Data migrasi masuk 

2. Data migrasi keluar 

3. Jumlah kelahiran 

4. Jumlah kematian 

Namun Dinas PPKB hanya menintervensi dari sisi Pengendalian Jumlah Kelahirannya  

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Dalam tahapan perencanaan kinerja, langkah awal yang dilakukan adalah perumusan 

target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan. Target kinerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 mengacu pada target yang 

telah ditetapkan dalam RENSTRA dan Rencana Aksi Upaya Pencapaian Target/Sasaran 

RPJMD dan RENSTRA Tahun 2018-2023, serta dengan memperhatikan pencapaian kinerja 

pada tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

D.  RENCANA KERJA (RENJA) 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dilakukan penetapan Rencana Kerja (RENJA) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana Kerja merupakan 



penjabaran atas Rencana Strategis (RENSTRA), sehingga seluruh pelaksanaan Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Nganjuk dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian RENSTRA. 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada setiap tahunnnya 

menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Adapun Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk berupaya untuk 

mengakomodir dan merumuskan tujuan, sasaran yang kemudian diukur melalui indikator 

kinerja dan ditetapkan dalam sebuah target masing- masing pada tahun berjalan. Dengan 

terwujudnya tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pencapaian menunjukkan adanya 

komitmen yang besar dari Pemerintah Daerah terhadap Program Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana melalui capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan. 

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Nganjuk 

menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator 

kinerja menjadi empat kategori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian 

kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut : 
 

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 

I Lebih dari 100% Sangat Baik 

II 75% sampai 100% Baik 

III 55% sampai 75% Cukup 

IV Kurang dari 55% Kurang 
 

Berikut ini hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 : 
 

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

1.1. Pencapaian Kinerja 

Tujuan : Meningkatnya pengendalian penduduk. 

Sasaran : Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas. 

Sasaran Indikator Sasaran 
Kinerja (%) 

Target Realisasi Capaian 

1. Terwujudnya 

Keluarga 

Berencana 

yang 

berkualitas 

1.1 Total Fertility Rate (TFR)/ Angka 

Kelahiran Total 

2,00 1,73 115,61 

1.2 Contraceptive Prevalence Rate 

(CPR)/Angka Prevalensi 

Pemakaian Kontrasepsi 

80,03 78,17 97,68 

1.3 Keluarga yang ber-KB yang 

Mengikuti Kelompok Kegiatan 

88,00 81,29 92,38 

 



Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

Sasaran “Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas “diukur dengan 

indikator sebagai berikut : 

1. Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total 

Jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 

WUS (15-49) dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan 

rumus sebagai berikut : 

 
 
 

Dimana : 

ASFRi : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i 

i = 1 : kelompok umur 20 – 24 tahun,...., dan i = 7 untuk  

kelompok umur 45 – 49 tahun 

 

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 

Dengan rumus sebagai berikut : 

Jumlah Peserta KB Aktif 
x 100% 

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 

 

 

3. Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang PUS 
x 100% 

Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan capaian indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total 

-  Jumlah Kelahiran  12.643 

-  Jumlah Wanita Usia Subur (usia 15-49) 268.231 

-  Realisasi Total Fertility Rate 1,73 

-  Target Total Fertility Rate 2,00  

-  Capaian Total Fertility Rate 115,61 
 

 

 

Sampai dengan Tahun 2022, indikator prosentase pencapaian Total Fertility 

Rate tercapai sebesar 115,61%. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan 

keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, 

menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program 

pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program 



pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, 

serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. 

 

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi. 

-  Jumlah Peserta KB aktif 141.410 

-  Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 180.898 

-  Realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR)  78,17 % 

-  Target Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 80,03 % 

-  Capaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 97,68 % 

 

Selanjutnya untuk indikator Capaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Tahun 

2022 tercapai sebesar 97,68%. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk 

mendukung capaian peserta KB aktif.  Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya 

keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol 

capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk. 

Realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena : 

1. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang Hamil. 

2. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera. 

3. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb. 

4. Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa 

sudah manopouse. 
 

3. Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan. 

- Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang PUS 55.123 

- Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan 67.810 

- Realisasi Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan 81,29% 

- Target capaian Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok 

Kegiatan 

88,00% 

- Capaian Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan 92,38% 

 

Sedangkan untuk Indikator Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti 

Kelompok Kegiatan Tahun 2022 tercapai sebesar 92,38%. Keluarga yang menjadi 

Kelompok Kegiatan yang mampu menjalankan Program Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Kelompok 

Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). 



Realisasi Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan tidak bisa 

tercapai sesuai dengan target karena : 

1. Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS). 

2. Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin 

mempunyai anak segera. 

 

B. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Pencapaian Visi dan Misi yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana ditentukan pada pencapaian program dan kegiatan. Berikut ini capaian program 

dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 : 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 

/ KOTA 

    

  

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

8 Dokumen 8 Dokumen 100% 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31 

Dokumen 

31 

Dokumen 
100% 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang 31 Orang 100% 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100% 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100% 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

1 Paket 1 Paket 100% 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

1 Paket 1 Paket 100% 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 

Dokumen 

12 

Dokumen 

100% 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

1 Paket 1 Paket 100% 



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 1 Paket  

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1 Paket 100% 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 

Dokumen 

12 

Dokumen 

100% 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

12 

Dokumen 

12 

Dokumen 

100% 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 100% 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 100% 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 12 Laporan 100% 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

81 Unit 81 Unit 100% 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9 Unit 9 Unit 100% 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

1 Unit 1 Unit 100% 

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK    

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAK 

Non Fisik) 

1 Data 1 Data 100% 

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian 

Lapangan dan Pelayanan KB (DAU dan DAK 

Non Fisik) 

12 Dokumen 12 Dokumen 100% 

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

   

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian 

Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya 

Lokal 

12 

Kegiatan 

12 

Kegiatan 

100% 



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Advokasi Program KKBPK kepada 

Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK Non Fisik) 

1 Organisasi 1 Organisasi 100% 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 

(DAK Non Fisik) 

3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui 

Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media 

Luar Ruang (DAU dan DAK Non Fisik) 

12 Dokumen 12 Dokumen 100% 

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program 

KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan 

(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), 

dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK Non Fisik) 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik) 

18 Laporan 18 Laporan 100% 

Pengendalian Program KKBPK (DAK Non 

Fisik) 
2 Laporan  2 Laporan  

100% 

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 

KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 

5.160 

Orang 

5.160 

Orang 

100% 

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP) (DAU dan DAK Non Fisik) 

5.160 Orang 5.160 Orang 100% 

Pengendalian dan Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 

Kabupaten/Kota 

141.410 

Orang 

141.410 

Orang 

100% 

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan 

KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya (DAK Non Fisik) 

38 Laporan 38 Laporan 100% 

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK Non 

Fisik) 

141.410 

Orang  

141.410 

Orang  

100% 

Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi 

Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 

5 Laporan 5 Laporan 100% 

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan 

termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non 

Fisik) 

20 Laporan 20 Laporan 100% 



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 20 Laporan  20 Kecamatan  100% 

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta 

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

49 

Kampung 

KB 

49 

Kampung 

KB 

100% 

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK 

di Kampung KB (DAK Non Fisik) 

49 Kampung 

KB 

49 Kampung 

KB 

100% 

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

   

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga 

5 

Kelompok 

Kegiatan 

5 

Kelompok 

Kegiatan 

100% 

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

- 14 Unit 

- 15 Unit 

- 14 Unit 

- 15 Unit 

100% 

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

20 Orang 20 Orang 100% 

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola 

dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS) (DAK Non Fisik) 

30.535 

Orang 

30.535 

Orang 

100% 

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

5 Laporan 5 Laporan 100% 

 

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab 

keberhasilan atau ketidakberhasilan serta solusi/kebijakan yang diambil untuk mengatasi 

faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut : 
 



Program Perangkat 

Daerah 

Capaian 

Kinerja 
Predikat 

Faktor Penyebab 

Keberhasilan/ 

Ketidakberhasilan 

Solusi/Kebijakan 

Yang Diambil 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

81,43  Baik Melakukan 

kegiatan sesuai 

dengan Jadwal. 

Melakukan kegiatan 

sesuai dengan 

Jadwal yang sudah 

ditentukan. 

Program Pembinaan 

Keluarga Berencana 

(KB) 

97,68 % Baik Melakukan 

kegiatan sesuai 

dengan Jadwal. 

Melakukan kegiatan 

sesuai dengan 

Jadwal yang sudah 

ditentukan. 

Program 

Pengendalian 

Penduduk 

100 % Baik Melakukan 

kegiatan sesuai 

dengan Jadwal. 

Melakukan kegiatan 

sesuai dengan 

Jadwal yang sudah 

ditentukan. 

Program 

Pemberdayaan dan 

Peningkatan Keluarga 

Sejahtera (KS) 

81,29 % 

 

Baik Melakukan 

kegiatan sesuai 

dengan Jadwal. 

Melakukan kegiatan 

sesuai dengan 

Jadwal yang sudah 

ditentukan. 

 

Pada Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, 

yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah 81,43. Berikut ini kami sampaian 

perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut E-Sukma Jatim Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 : 

CAPAIAN OPD CAPAIAN KABUPATEN CAPAIAN PROVINSI 

81,43 84,33 85,71 

 
 



C. REALISASI ANGGARAN 

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran APBD Tahun 

2022 serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan penyusunan Laporan 

Keuangan (LK) Tahun 2022. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan APBD dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut : 

 

No Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

5.498.600.160 5.238.934.903 95,28% 

2 Program Pengendalian Penduduk 298.015.000 293.056.379 98.34% 

3 Program Pembinaan Keluarga 

Berencana (KB) 

8.121.516.420 7.968.328.647 98,11% 

4 Program Pemberdayaan dan 

Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

5.429.600.750 4.453.240.196 82,02% 

Jumlah 19.347.732.330 17.953.560.125 92,79% 



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 

Realisasi kinerja merupakan wujud dari capaian keberhasilan dari kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Nganjuk. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan kinerja yang ada pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan. Berikut kami tampilkan : 
 

1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 

 

No. Sasaran Indikator Sasaran 

Kinerja Dinas PPKB (%) 

Sasaran Indikator Sasaran 

Kinerja Dinas PPKB (%) 

2021 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya 

Keluarga 

Berencana 

yang 

berkualitas  

1.1 Total Fertility 

Rate (TFR)/ 

Angka 

Kelahiran Total  

2,00 1,83 109,29 Terwujudnya 

Keluarga 

Berencana 

yang 

berkualitas 

1.1 Total Fertility 

Rate (TFR)/ 

Angka Kelahiran 

Total  

2,00 1,73 115,61 

1.2 Contraceptive 

Prevalence Rate 

(CPR)/ Angka 

Prevalensi 

Pemakaian  

Kontrasepsi 

80,02 78,46 98,05 1.2 Contraceptive 

Prevalence Rate 

(CPR)/ Angka 

Prevalensi 

Pemakaian  

Kontrasepsi 

80,03 78,17 97,68 

1.3 Keluarga yang 

ber-KB yang 

Mengikuti 

Kelompok 

Kegiatan  

87,00 76,54 87,97 1.3 Keluarga yang 

ber-KB yang 

Mengikuti 

Kelompok 

Kegiatan 

88,00 81,29 92,38 

 

 



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan  

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

 

No. Sasaran Indikator Sasaran 

Kinerja Dinas PPKB 

Kabupaten Nganjuk (%) 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Sasaran 

Kinerja Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa 

Timur (%) 

2022 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya 

Keluarga 

Berencana 

yang 

berkualitas  

1.1 Total Fertility Rate 

(TFR)/ Angka 

Kelahiran Total  

2,00 1,73 115,61 1 Menurunya 

Angka 

Kelahiran 

Total 

Angka Kelahiran 

Total (Total Fertility 

Rate /TFR) per WUS 

usia 15-49 Tahun 

1,97 2,01 98,00 

1.2 Contraceptive 

Prevalence Rate 

(CPR)/ Angka 

Prevalensi 

Pemakaian  

Kontrasepsi 

80,03 78,17 97,68 2 Meningkatnya 

Angka 

Prevalensi 

Kontrasepsi 

Modern 

Angka prevalensi 

kontrasepsi modern 

(Modern 

Contraceptive 

Prevalence 

Rate/mCPR) 

62,54 59,4 88,83 

1.3 Keluarga yang ber-

KB yang Mengikuti 

Kelompok Kegiatan 

88,00 81,29 92,38       

 

Realisasi Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur adalah realisasi 

Capaian dari seluruh Kabupaten/Kota. 

 



3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan  

BKKBN Pusat 

 

No. Sasaran Indikator Sasaran 

Kinerja Dinas PPKB 

Kabupaten Nganjuk (%) 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Sasaran 

Kinerja BKKBN Pusat 

(%) 

2022 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya 

Keluarga 

Berencana 

yang 

berkualitas  

1.1 Total Fertility Rate 

(TFR)/ Angka 

Kelahiran Total  

2,00 1,73 115,61 1 Menurunya 

Angka 

Kelahiran 

Total 

Angka Kelahiran 

Total (Total Fertility 

Rate /TFR) per WUS 

usia 15-49 Tahun 

2,21 2,14 103,3 

1.2 Contraceptive 

Prevalence Rate 

(CPR)/ Angka 

Prevalensi 

Pemakaian  

Kontrasepsi 

80,03 78,17 97,68 2 Meningkatnya 

Angka 

Prevalensi 

Kontrasepsi 

Modern 

Angka prevalensi 

kontrasepsi modern 

(Modern 

Contraceptive 

Prevalence 

Rate/mCPR) 

62,54 59,4 94,98 

1.3 Keluarga yang ber-

KB yang Mengikuti 

Kelompok Kegiatan 

88,00 81,29 92,38       

 



1. Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total 

TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa 

reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. 

Sasaran TFR adalah menurunnya Angka Kelahiran Total. Berdasarkan pada tabel diatas, 

dapat dijelaskan bahwa pencapaian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbaikan 

secara siginifikan. Dapat dikatakan bahwa Program Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada 

indikator Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total pada tahun 2021 terealisasi 

sebesar 1,83%. dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1,73%.  

 

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 

Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 

atau Prosentase capaian peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan 

dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 

Pada Tahun 2021 realisasi capaian peserta KB aktif sebesar 78,46 % atau 144.924 peserta 

KB aktif dari 184.713 PUS. 

Pada Tahun 2022 realisasi capaian peserta KB aktif sebesar 78,17 % atau 141.410 

peserta KB aktif dari 180.898 PUS. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 

0,29%, Sedangkan target yang kami tentukan pada Tahun 2022 sebesar 80,03% atau naik 

sebesar 0,01% dari target Tahun 2021. 

Realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena : 

1. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang Hamil. 

2. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera. 

3. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb. 

4. Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa 

sudah manopouse. 

 

3.  Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan 

Untuk Indikator Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok 

Kegiatan, realisasi pada Tahun 2021 tercapai sebesar 76,54%, sedangkan pada Tahun 

2022 tercapai sebesar 81,29%. Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok 

Kegiatan adalah Keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan yang mampu menjalankan 

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA 



KENCANA) melalui Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, 

Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). 

Realisasi Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan tidak bisa 

tercapai sesuai dengan target karena : 

1. Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS). 

2. Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin 

mempunyai anak segera. 



Adapun beberapa Penghargaan dan Prestasi yang dicapai oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022, antara lain : 

NO 
PENGHARGAAN/ 

PRESTASI 

TINGKAT 

PRESTASI 
PENYELENGGARA SERTIFIKAT 

1 Juara 1 Inovasi Cegah Stunting, 

Kategori Edukasi Masyarakat Dengan 

Judul "CETING E ABAH KOLEL" 

(Cegah Stunting Dengan 

Memanfaatkan Bank Sampah, 

Pekarangan dan Kolam Lele) 

Nasional BKKBN Pusat  

2 Kabupaten/Kota Terbaik dengan Total 

KB MKJP Kelompok Target 

Pelayanan KB MKJP 150-500 

Akseptor pada Kegiatan Pelayanan 

KB Serentak Sejuta Akseptor dalam 

Rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 

Nasional BKKBN Pusat  

3 Apresiasi Kabupaten/Kota Tercepat 

Tepat Waktu Mendata dengan Capaian 

100% pada Tanggal 31 Oktober 2022  

pada Pemutakhiran Pendataan 

Keluarga 

 

Nasional BKKBN Pusat  



E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA 

Kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan target yang akan dicapai merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Oleh 

sebab itu perencanaan yang baik akan berdampak pada upaya untuk mencapai sebuah realisasi yang baik. Maka, pencapaian tersebut akan 

menjadi tolok ukur keberhasilan atas implementasi program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Nganjuk. Berikut kami gambarkan Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018-2022 dengan Target Jangka Menengah 

yang ada dalam RPJMD/RENSTRA : 

 

NO INDIKATOR SASARAN 

TARGET RENSTRA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 
REALISASI CAPAIAN TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Prosentase capaian peserta 

KB aktif  

80,00 80,00 80,01 80,02 80,03 77,32 78,66 79,36 78,46 78,17 96,6 98,32 99,19 98,05 97,68 

2 Prosentase usia nikah 

pertama di bawah usia 21 

tahun 

13,84 11,60 11,50 - - 11,81 10,92 7,833 - - 117,19 106,23 146,81 - - 

3 Prosentase pasangan usia 

subur yang seharusnya KB 

tapi belum KB  (Unmeet 

Need) 

12,82 - - - - 10,20 - - - - 125,69 - - - - 

4 Prosentase anggota Bina 

Keluarga Balita (BKB) yang 

ber-KB 

80,70 - - - - 86,95 - - - - 107,74 - - - - 

5 Total Fertility Rate (TFR) 2,13 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,96 1,88 1,83 1,73 106,50 102,04 106,38 109,29 115,61 

6. Prosentase Keluarga yang 

ber-KB yang Mengikuti 

Kelompok Kegiatan 

- - - 87,00 88,00 - - - 76,54 81,29 - - - 87,97 92,38 



 

Berdasarkan data diatas, tingkat kemajuan pada masing-masing indikator cukup terlihat. Kondisi yang membaik tersebut merupakan 

kesuksesan dari pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam memberikan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga masyarakat turut serta 

dalam aktivitas KB dan berpartisipasi dalam program KB (akseptor KB). 



F. ALOKASI SASARAN PER ANGGARAN 

Alokasi anggaran adalah pagu anggaran yang diperuntukkan bagi sasaran strategis 

dari OPD yang kemudian diturunkan pada alokasi anggaran program dan kegiatan. 

Berikut kami jabarkan alokasi Indikator Sasaran dan Anggaran : 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Anggaran (%) 

1 Terwujudnya 

Keluarga 

berencana yang 

berkualitas 

1.1 Total Fertility Rate 

(TFR)/Angka Kelahiran 

Total 

298.015.000 98,34% 

 

 

1.2 Contraceptive Prevalence 

Rate (CPR)/ Angka 

Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi 

8.121.516.420 98,11% 

1.3 Prosentase Keluarga yang 

ber-KB yang Mengikuti 

Kelompok Kegiatan 

5.429.600.750 82,02% 

 

Berdasarkan pada tabel diatas, kami mengoptimalkan alokasi anggaran untuk 

tercapainya Indikator Sasaran. 



G. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 

Melalui program yang ada di Dinas PPKB, sasaran kinerja Dinas PPKB diharapkan dapat terwujud. Program yang efisien dan 

efektif diharapkan akan mewujudkan implementasi program yang maksimal dan menghasilkan output serta outcome yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Berikut kami tampilkan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana  Kabupaten Nganjuk : 

 

Sasaran Indikator 
Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Terwujudnya 

Keluarga 

berencana yang 

berkualitas 

Total Fertility Rate (TFR)/ Angka 

Kelahiran Total 

2,00 1,73 115,61% 298.015.000 293.056.379 98.34% 

Contraceptive Prevalence Rate 

(CPR)/Angka Prevalensi 

Pemakaian  Kontrasepsi 

80,03% 78,17% 97,68% 8.121.516.420 7.968.328.647 98,11% 

Keluarga yang ber-KB yang 

Mengikuti Kelompok Kegiatan  

88,00% 81,29% 92,38% 5.429.600.750 4.453.240.196 82,02% 

Rata-Rata Capaian   101,89% 19.347.732.330 17.953.560.125 92,79% 

 

 



Berikut kami tampilkan Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana  Kabupaten Nganjuk : 

 

No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 

TOTAL REALISASI 

Rp. (%) 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

5.498.600.160 5.238.934.903 95,28% 

A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            8.362.000             8.339.250  99,73% 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              3.370.000              3.362.250  99,77% 

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                948.000                 945.000  99,68% 

3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              4.044.000              4.032.000  99,70% 

B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     4.454.546.000      4.237.067.886  95,12% 

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN       4.450.360.000        4.232.890.386  95,11% 

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              3.022.000              3.016.500  99,82% 

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

1.164.000 1.161.000 99,74% 

C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah          68.985.200           66.742.700  96,75% 

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya              5.920.000              5.827.500  98,44% 

3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            63.065.200             60.915.200  96,59% 

D Administrasi Umum Perangkat Daerah        310.746.160         302.502.290  97,35% 

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              3.713.800              3.712.000  99,95% 

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            24.346.500             23.350.000  95,91% 



No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 

TOTAL REALISASI 

Rp. (%) 

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor            60.452.700             60.312.420  99,77% 

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan              7.451.160              7.451.000  100,00% 

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              7.500.000              7.500.000  100,00% 

6 Fasilitasi Kunjungan Tamu              5.850.000              5.542.400  94,74% 

7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          201.432.000           194.634.470  96,63% 

E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        159.285.000         131.806.039  82,75% 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat              2.485.000              1.897.000  76,34% 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          116.000.000             92.712.639  79,92% 

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor            40.800.000             37.196.400  91,17% 

F Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        496.675.800         492.476.738  99,15% 

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

152.109.900 150.747.572 99,10% 

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya            29.767.400             29.758.350  99,97% 

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          314.798.500           311.970.816  99,10% 

2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK        298.015.000         293.056.379  98,34% 

A Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 298.015.000 293.056.379 98,34% 

1 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga            36.015.000             35.589.097  98,82% 

2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB          262.000.000           257.467.282  98,27% 

3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)     8.121.516.420      7.968.328.647  98,11% 



No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 

TOTAL REALISASI 

Rp. (%) 

A Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian 

Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 

    1.543.752.800      1.467.956.359  95,09% 

1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK Non Fisik)              4.375.000              4.227.500  96,63% 

2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya 

Lokal 

           25.000.000  
           24.361.840  97,45% 

3 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta 

Media Luar Ruang 
         178.377.800           177.239.964  99,36% 

4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya 

(Minilok) 

         567.000.000           563.013.000  99,30% 

5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK          729.000.000           663.052.655  90,95% 

6 Pengendalian Program KKBPK            40.000.000             36.061.400  90,15% 

B Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)     4.271.021.500      4.249.027.500  99,49% 

1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)        4.271.021.500        4.249.027.500  99,49% 

C Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 

    1.461.492.120      1.410.808.288  96,53% 

1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 

Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  

           16.200.000             15.601.000  96,30% 

2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)           943.930.200           923.595.650  97,85% 



No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 

TOTAL REALISASI 

Rp. (%) 

3 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP            10.000.000              8.277.000  82,77% 

4 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 

Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

           13.800.000             11.605.750  84,10% 

5 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak          477.561.920           451.728.888  94,59% 

D Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan 

Kesertaan Ber-KB 

       845.250.000         840.536.500  99,44% 

1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB          845.250.000           840.536.500  99,44% 

4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

5.429.600.750 4.453.240.196 82,02% 

A Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 
    5.429.600.750      4.453.240.196  82,02% 

1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

         477.000.000           465.720.000  97,64% 

2 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

           66.372.950             65.150.044  98,16% 

3 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS)  

      4.533.620.000        3.571.854.622  78,79% 



No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 

TOTAL REALISASI 

Rp. (%) 

4 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

         352.607.800           350.515.530  99,41% 

TOTAL 19.347.732.330 17.953.560.125 92,79% 



 

H. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Penggunaan sumber daya yang tepat memang menjadi fokus bagi pelaksanaan 

program dan kegiatan. salah satu sumber daya yang digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan program dan kegiatan adalah anggaran yang efisien dan efektif. Berikut 

kami jabarkan capaian kinerja dengan serapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk : 
 

No Sasaran Indikator Sasaran 

% 

Capaian 

Kinerja 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

% 

Tingkat 

Efisiensi 

1 

  

  

Terwujudnya 

Keluarga 

berencana 

yang 

berkualitas 

  

Total Fertility Rate 

(TFR)/Angka Kelahiran 

Total 

115,61 98,34% 1,66% 

Contraceptive 

Prevalence Rate 

(CPR)/Angka 

Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi 

97,68% 98,11% 1,89% 

Keluarga yang ber-KB 

yang Mengikuti 

Kelompok Kegiatan 

92,38% 82,02% 17,98% 

RATA – RATA 101,89% 92,82% 7,18% 
 

 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran pada masing-

masing Program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tingkat 

efisiensi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk terlaksananya 

kegiatan memang difokuskan pada pencapaian sasaran dan kelompok sasaran urusan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan antara lain : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Hasil Program ini adalah terwujudnya perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja 

perangkat daerah serta administrasi perkantoran yang berbasis kinerja, guna 

meningkatkan pelayanan prima dengan penyerapan dana sebesar 95,27%. 

2. Program Pengendalian Penduduk 

Hasil Program ini adalah terwujudnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 

se Kabupaten Nganjuk dengan penyerapan dana sebesar 98,34% 



3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

Hasil Program ini adalah terlaksananya Advokasi KIE KB dengan baik, 

terwujudnya pendayagunaan penyuluh KB secara maksimal dan terwujudnya 

pengendalian dan pendistribusian Alokon dengan maksimal, denga penyerapan 

dana sebesar 98,11% 

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

Hasil Program ini adalah terlaksananya pembanguna keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan penyerapan dana sebesar 82,02%. 

 

 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. 

Tidak tercapainya target kinerja keuangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 

1. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan 

2. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran DAK karena Standart biaya pada Juknis 

DAK lebih tinggi daripada Standart biaya di Daerah, sedangkan penyerapan 

belanjanya menyesuaikan Standart Biaya di Daerah. 

 

 Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan efisiensi, antara lain : 

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana sehingga kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan  

2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah ditetapkan untuk mendukung kegiatan pada 

pencapaian sasaran. 

 



UPAYA-UPAYA PERBAIKAN DAN PENINGKATAN CAPAIAN 

KINERJA DINAS PPKB 

 

1. Melakukan motivasi kepada Penyuluh KB serta Kader KB guna menggerakan masyarakat 

agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan Program 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA 

KENCANA) 

 

KEGIATAN RAPAT MUSYAWARAH KERJA CABANG DPC IKATAN 

PENYULUH KB TERKAIT PROGRAM BANGGA KENCANA  

 



KEGIATAN APEL SIAGA NASIONAL 

TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) NUSANTARA BERGERAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BKKBN RI NO. 12 

TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN STUNTING 

DAN KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA DINAS PPKB DALAM 

RANGKA PERCEPATAN PROGRAM BANGGA KENCANA  



KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM BANGGA KENCANA KEPADA KADER KB 

OLEH PENYULUH KB DI KECAMATAN 



KEGIATAN RAKOR 

 KOORDINATOR PENCATATAN DAN PELAPORAN SE-KAB. NGANJUK 

 
 

 

 

 

 

 



KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINATOR PENYULUH KB KECAMATAN  

SE KABUPATEN NGANJUK 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Memberikan reward kepada akseptor KB  
 

PEMBERIAN REWARD KEPADA AKSEPTOR KB MOW DAN MOP  

 

 

 



3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi, kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB 

Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi. 
 

KEGIATAN PELAYANAN KB MKJP DENGAN BUS KELILING 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN PELAYANAN KB METODE OPERASI PRIA (MOP) 

DAN METODE OPERASI WANITA (MOW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





KEGIATAN PELAYANAN SAFARI KB 

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARGANAS DI KECAMATA KERTOSONO 

 

 



KEGIATAN PELAYANAN SAFARI KB 

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARGANAS DI KECAMATAN BERBEK 



KEGIATAN PELUNCURAN PIL KB BAGI IBU MENYUSUI 

DALAM MENDUKUNG ASI EKSKLUSIF GUNA MENCEGAH STUNTING 
 



4. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Remaja.  

KEGIATAN ROADSHOW GENRE MILLENIAL 

 



KEGIATAN PEMBEKALAN DUTA GENRE 



KEGIATAN GRAND FINAL DUTA  GENRE 

 



 

 

5. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi 

dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan 

UPPKS). 

 

KEGIATAN PELATIHAN MAKE UP BAGI KELOMPOK UPPKA 

KABUPATEN NGANJUK 



 

 



KEGIATAN PELATIHAN POTONG RAMBUT BAGI KELOMPOK UPPKA 

KABUPATEN NGANJUK  



KEGIATAN PAMERAN DALAM RANGKA HUT RI KE 77  

 



KEGIATAN LAUNCHING SEKOLAH ORANG TUA HEBAT 

 



KEGIATAN LAUNCHING SEKOLAH LANSIA TANGGUH 

 



 

6. Mengoptimalkan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas disetiap kecamatan 

bersama lintas sektoral, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut  : 

 

KEGIATAN PENGUATAN KEMITRAAN DI KAMPUNG KB 

 

 



KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASIONAL  

KETAHANAN KELUARGA BERBASIS POKTAN DI DESA KAMPUNG KB 

DESA NGRINGIN KEC. LENGKONG 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN 

KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI DI KAMPUNG KB 

DI DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN PERTEMUAN MINI LOKAKARYA  

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

DI KECAMATAN REJOSO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah mampu untuk melakukan 

pencapaian sasaran, baik dari Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, 

Bidang Keluarga Berencana maupun Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas” pada tahun 2022 

diukur oleh beberapa indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana sebagai berikut : 

1. Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total Tahun 2022 terealisasi sebesar 1,73 dan 

tercapai 115,61%. 

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 

2022 terealisasi sebesar 78,17% dan tercapai 97,68%. 

3. Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Tahun 2022 terealisasai 

sebesar 81,29% dan tercapai 92,38%. 

Upaya-upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja Dinas PPKB 

pada tahun tahun mendatang adalah sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan personil penyuluh keluarga berencana yang ada. 

2. Menyajikan Data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BANGGA KENCANA) yang akurat. 

3. Melakukan motivasi kepada para Penyuluh KB serta kader KB guna menggerakan 

masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan 

program KB. 

4. Mengoptimalkan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas disetiap kecamatan bersama 

lintas sektoral. 

5. Meningkatkan Kepesertaan KB MKJP. 

6. Memberikan reward kepada akseptor KB MOP dan MOW. 

7. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi,  kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB Medis 

operasi dan pemasangan alat kontrasepsi. 

8. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Remaja melalui 

Kegiatan Roadshow GenRe Millenial. 

  



9. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi 

dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R 

dan UPPKA). 

Demikian LKJIP ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Nganjuk. 
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